PERSANDINGAN RANPERDA TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TANGGAL 19 JULI 2014

o RANPERDA AWAL

RANPERDA HASIL KONSULTASI

KETERANGAN

RANCANGAN
'PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR  TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR  TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUS! PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang: a.

bahwa Retribusi Perizinan Tertentu sebagai
salah satu objek retribusi dilaksanakan
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan
dan keadilan, peran serta masyarakat dan
akuntabilitas dengan memperhatikan potensi
daerah;

b. bahwa izin usaha perikanan yang termasuk

Menimbang: a.

bahwa Retribusi Perizinan Tertentu sebagai
salah satu objek retribusi dilaksanakan
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan
dan keadilan, peran secria masyarakat dan
akuntabilitas dengan memperhatikan
potensi daerah;

b. bahwa izin usaha perikanan yang termnasuk




retribusi perizinan tertentu mempunyai potensi

untuk dipungut retrbusinya;

C. bahwa pemungutan retribusi perpanjangan izin
mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi
kerjanya lintas kabupaten/kota, dilaksanakan
oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengaturan Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan Ilzin Mempckerjakan Tenaga
Kerja Asing ;

d. bahwa Peraturan Daersh Nomor 3 Tahun

- 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
perflu  disesuaikan dengan pzrkembangan
peraturan  perundang-undangan, sehingga
periu ciganty;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, hurif ¢ dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Dacrah tentang Retibusi Perizinan
Tertentu;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat,
Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

reinbusi  perizinan tertentu mempunyai

potensi untuk dipungut retribusinya;

bahwa pemungutan retribusi perpanjangan
izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang
lokasi kerpanya lintas kabupaten/kota,
dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
sesual dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3)
huruf a Peraturan Pemernintah Nomor 97
Tahun 2012 tentang Retribusi Penpgaturan
Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ;

bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
perlu  disesuaikan dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan, sehingga
perhu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf ¢ dan hurof d, periu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor
19 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah-dacrah  Swatantra  Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,




Repubiik Indonesia Nomor 1646},

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 teniang
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
{Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2209},

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996
tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 3647);

Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan {Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-iindang Hukum Acara
Pidana {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1931 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996
tentang Perairan Indonesia {Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 1996
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 3647);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286});

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor S, Tambalian Lemnbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);




10.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4443), scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negera Republik indonesia Tahun
2009 Nomor 154, Tembahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang WNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomnor 59,
Tambahan  Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4849);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

‘Tambahan Lembaran Negara  Republik

Indonesia Nomor S038);

10.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 20604
tentang Perikanan  (Lembaian Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4443), sebagaimana telah
dinbah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 fentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
ientang Pemerintahan Dacrah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

Ux_ldan_g-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pclayanan Publik {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,




11.

12,

13.

14.

15.

Undanmaang Nomer 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025},

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
{Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 5049);

Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Perzturan Perundang-
undangan  (Lembaran Negara  Republik
indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomror
5234});

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993
tentang Angkutan Jalan {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran ~Negara  Republik
Indonesia Nomor 3527}

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negaa Republik
Indonesia Tahun 2007 Nemor 82, Tambahan
Lembaran Negara Repﬁb]ik Indonesia Nosnor
4737); C '

11,

12,

13.

14,

15.

Pemerintahan

Tambahan Lembaran Negara Repﬁblik

Indonesia Nomaor 5038};

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Caerah
{Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993
tentang Anghkutan Jalan {Lembaran Negara

"Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3527);

Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun
2007 tentang
Pemerintahan

Pemobagian Urusan
antara Pemenntah,
Daerah Provinsi dan
Daerah  Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Pémerintahan




[=h]

16.

17.

18

19.

Nomor 69

tentang Tata Cara Pemberian

Peraturan Pemerintah
Tahun 2010
dan Pemanfaatan Insenti{ Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
tentang Retribusi Pengaturan Lalu Lintas Dan
Retribusi  Perpanjangan lzin Mempekerjakan
Tenaga Kena Asing {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
$358);

Peraturan Menteri Tenaga Kena dan
Transmigrasi Nomor Per.02 /Men/Hi/2008
tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kena
Asing;

Peraturan Dacrah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat;

i6.

17.

18.

19.

20.

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Repubitk Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
tentang Retribusi Pengaturan Lalu Lintas
Dan Retribusi Perpanjangan fzin

Mempekerjakan. Tenaga Kerja  Asing
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran

Negara Republbik Indonesia Nomor 5358);

Peraturan Menteri Tenaga Kega dan
Per.02/Men/111/2008
tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja

Transmigrasi Nomor :

Asing;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35
Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan
Anglutan Orang Di Jalan
Kendaraan Umum;

Dengan

Peraturan Menterl Kelantan dan
Perikanan Nomor 30Tahun 2012 tentang
Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Republik




indonesia;

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Nomor 9 Tahun 2010 ientang Penyidik
Sipil di
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

Pegawai  Neger Lingkungan

Dengan Pcrsetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT

dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS]I SUMATERA
BARAT

dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

Menetapkan :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

BAB
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adaiah Provinsi Sumatera Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat.

3. Gubemur adalah Gubernur Sumatera Barat.
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Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara {BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD} dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi masa, orgarisasi sosial politik atau
organisasi lainnya, Jembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolekiif dan bentuk usaha tetap.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Dacrah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan.

Perizinan Terteniu adalah kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

lingkungan.
Usaha Perikanan adalah semua usaha menangkap ikan atau

membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan,
mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan

komersial.

Usaha Penangkapan lkan adalah kegiatan untuk memperoleh

Badan adalah sekmmpulan orang dan/atan modal yang
merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnyn, badan usaha millk negara (BUMN) atau badan
usaha milik daerah (bumd)} dengan nama dan delam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa,
organicasi sosial politik atau organisasi leinnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaka tetap.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan dacrah sebagai pembayaran atas jasa atau
pembenan 1zin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atan Badan.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
peﬁlanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

lingkungan,
Usaha Perikanan adalah semua usaha menangkap ikan atau
membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan,
mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan
komersial.

Usaha Penangkapan Jkanr adalah kegiatan untuk




10.

11.

12.

13.
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 ikan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang

menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,
mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan
komersial di perairan yang tidak termasuk dalam kawasan

pembudidayaan.
Usaha Pembudidayaan lkan adalah kegiatan untuk
memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan,

serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol,
yang menggunakan kapal untuk
menyimpan,
mengawetkannya untuk

termasuk kegiatan
mengangkut, mendinginkan,

mengolah dan/atau

memuat,
menangani,
tujuan komersial.

Surat lzin Usaha Perikanan, yang selanjuinya disebut SJUP,
adalah izin tertulis dimiliki perusahaan
perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan
menggusntakan sarana produksi yang tercantum dalam izin

yang harus

tersebut.

Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI,
adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan
untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari SIUP.

Surat lzin Kapal Pengangkut lkan, yang selanjutnya disebut
SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal
perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

Surat Izin Usaha Pembudidayaan lkan, yang selanjuinya
disebut SIUPl, adalah izin tertulis yang harus dimiliki
perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan
dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam

10.

11.

12.

13.

- peritkanan untuk melakukan penangkapan

mcm&:mlch ikan dengan alat atau cara apapun, termasuk

kegiatan vyang menggunakan kapal untuk memuat,
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau
mengawetkannya untuk tujuan komersial di perairan yang

tidak termasuk dalamn kawasan pembudidayaan.

Usaha Ikan adalah kegiatan untuk

memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan,

Pembudidayaan

serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol,
termasuk kegiatan yang menggunakan kapal
memuat,

untuk

mengangkut, menyimpan, mendinginkan,
menangaiii, mengolah danjatau mengawetkannya untuk

tujuan komersial.

Surat lzin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP,
adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusshaan
perikanan untuk melakukan wusaha perikanan dengan
menggunakan sarana produksi yang tercantumn dalam izin
tersebut.

Surat Izin Penangkapan lkan, yang selanjutnya disebut SIPY,
adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal
ikan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan SJUP.

Surat Izin Hapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya
disecbut SIKPI, adalah irzin tertunlis yang harus dimiliki
setinp kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan
ikan,

Surat lzin Usaha Pembudidayaan lkan, yang selanjutnya
disebut SIUPI, adalah izin tertulis yang harus dimilik

perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan

dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum




14,

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

izin tersebut.

Surat lzin Kapal Pengangkut Pembudidayaan lkan, yang
selanjutnya disebut SIKPPl, adalah izin tertulis yang bharus
dimiliki kapal
pengangkutan ikan.

setiap perikanan untuk melakukan

Kapal Penangkap lkan adalah kapal yang secara khusus
dipergunakan untuk menagkap ikan lermasuk menampung,
menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan
jasa angkutan orang baik di darat maupun di perairan yang
mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap,
jadwé] tetap dan/atau tidak terjadwal.

Kartu Pengawasan adalah merupakan turunan dari izin trayek
atau izin operasi bagi setiap kendaraan bermotor.

izin trayek adalah ijin yang diberikan kepada setiap kendaraan
umum untuk melayani trayek atau lintasan jasa angkutan baik
di darat maupun di perairan

Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah
warga negara asing pciegang visa dari pemerintah Republik
Indonesia dengan maksud bekerja diwilayah Indonesia.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan
perizinan usaha perikanan, Izin trayek di Sumatera Barat dan
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Waiib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang
mc-nurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut
dan atau pemotong retribusi tertentu.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

10

dalam izin tersebu..

Surat 1zin Kapal Penganglkut Pembudidayaan Ikan, yang
selanjutnya disebut SIKPPI, adalah izin tertulis yang
harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan
pengangkutan ikan,

Kapal Penangkap lkan adalah kapal yang secara khusus
dipergunakan untuk menagkap ikan termnasuk menampung,
menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan
jasa angkutan orang baik di darat maupun di perairan yang
mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap,
jadwal tetap danjatau tidak terjadwal.

Karta Pengawasan adalah merapakan turunan dari izin
trayek atau izin operasi bagi setiap kendaraan bermotor,

Izin trayek adalah ijin yang diberikan kepada setiap
kendaraan umum untuk melayani trayek atau lintasan jasa
angkutan baik di darat maupun di perairan

Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah
warga negara asing pemegang visa dari pemerintah Republik
Indonesia dengan maksud bekeria diwilayah Indonesia.

Retribusi Pesrizinan Tertentu adalah pungutan atas
pelayanan  penizinan usaha perikanan, lzin trayek di
Sumatera Barat dan Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing.

Wajib Retribusi Daerah ‘adalah orang pribadi atau badan
yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, |
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Suratl Ketetapan Retribusi Daerah yangﬁgelanjutnya disingkat
SKRD, adalah Surat Ketetapan retnbusi yang menentukan
besarnya yumlah pokok retnbusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar danpada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjuinya disingkat
STRD =adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Pendaftaran Obtyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPAdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Retribusi untuk mendaftarkan Obyck Retribusi yang
digunakan.

Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeni Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari

‘serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

Pemberi kerja tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut
pemberi kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya

yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk wang atau dalam bentuk lainnya.

1zin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya

22,

23.

24.

25.

26.

27.

termasuk pemungut dan atau pemotong retribusi tertentu.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD, adaiah Surat Ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokck retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retnbusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang,

Surat Tagihan Retnbusi Daerah yang selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang
selanjutnya disingiat SPAORD adalah surat yang digunakan
oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan Obyek Retribusi
vang digunakan.

Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk
mencarl serta mengumpuikan bukti yang dengan bukt itu
membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pemberi kerja tenaga kerja asing yang selanjutnya discbut
pembeni kerja TKA adalah badan hukum atau badan
lainnya yang mempekerjakan _Tenaga Kerja }lsing dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk uang atau
dalam bentuk lainnya.
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disingkat IMTA adalab izin tertulis untuk mempekerjakan
tenaga kerja asing vang diberikan oleh Menten atau pejabat
yang ditunjuk kepada pemben kerja Tenaga Kerja Asing.

29. Perpanjangan IMTA adalah perpanjangan izin (ertulis yang
diberikan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk Kepada
Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.

30. Kas Daerah adalah XKas Pemeriniah Provinsi Sumatera Barat.

28. lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asiﬁg vang selanjutnya
disingkat IMTA adalah izin tertulis untuk mempekerjakan |
tenaga keria asing yang diberikan oleh Menteri atau pejabat
yang ditunjuk kepada pemben kerja Teraga Kerja Asing.

29. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenagas Kerja Asing
selanjutnya  disebut Perpanjangan  IMTA  adalah
perpanjangan izin tertulis yang diberikan oleh Gubemur
atan Pejabat yang ditunjuk Kepada Pemberi Kerja Tenaga
Kerja Asing.

30. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat.

BAB II
JENIS RETRIBUSI
Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

a. Retribusi lzin Usaha Perikanan;

b. Retribusi Izin Trayek; dan

¢. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

BAB Il
JENIS RETRIBUSI
Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdini dani :
a. Retrbusi Izin Usaha Perikanan;

b. Retribusi-Izin Trayek; dan

c. Retribusi Perpanjangan IMTA.

BAB I

RETR!BUSI 1ZIN USAHA PERIKANAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi

BAB I
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Bagian Kesatu
. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
' Pasal 3




-
[}
l
:
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sebagai pembayvaran atas pemberian izin usaha perik

Dengan nama Retnbusi izin Usaha Perikanan dipungut retribusi

sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan.

Pasal 4

i . . .
{1} Objek Retribusi izin Usaha Perikanan adalah pembenan izin

kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan
usaha perikanan dan pembudidayaan ikan, yang meliputi:

a. usaha perikanan;

usaha penangkapan ikan;

usaha kapal pengangkutan ikan;

usaha pembudidayaan ikan;dan

usaha kapal pengangkutan pembudidayaan ikan.

P Qs o

Pasal 4

(1) Objek Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah pemberian izin
kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan
usaha perikanan dan pembudidayaan ikan, yang meliputi:

a. usaha perikanan;
b. usaha penangkapan ikan;
c. usaha kapal penganghkut ikan;
d. usaha pembudidayaan ikan;dan
e. usaha kapal pengangkut pembudidayaan ikan.
{2) Izin sebagaimana cdimaksud pada ayat (1) diberikan

untuk kapal dengan ukuran 10 s.d 30 GT.

Pasal 5
Subyek Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau
Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari pemerintah
daerah.

Pasal 5

Subjek Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atan
Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari pemerintah
daerah.

Pasal 6

Wajib Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau
Badan pemilik perusahaan usaha perikanan, usaha penangkapan
ikan, usaha pengangkutan ikan, usaha pembudidayaan ikan dan
usaha kapal pengangkutan pembudidayaan ikan.

Pasal 6

Wajib Retribusi 1zin Usaha Perikanan adalah orang pnbadi atau
Badan pemilik perusahaan usaha perikanan, usaha penangkapan
ikan, usaha penganghkut ikan, usaha pembudidayaan ikan dan
usaha kapal penganghkut pembudidayaan ikan.




RBagian Kedua
Cara Mengukur
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkai penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penerbitan

izin, jenis usaha budidaya dan/atau penangkapan ikan, serta sarana

dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan

monitoring, serla pembinaan dalam penerbitan izin usaha perikanan
di wilayah daerah.

e -
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Bagian Kedua
Cara Mengukur
Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan {rekuensi
penerbitan izin, jenis usaha budidaya dan/atau penangkapan
ikan, serla sarara dan prasarana yang digunakan dalam
metakukan pengawasan dan monitoring, seria pembinaan dalam

penerbitan izin usaha perikanan di wilayah daerah.

ay

@

Bagian Ketiga
Priiisip Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha
Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian
atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang
bersangkutan.

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pembinaan
dan pengawasan di lapangan, hukum,
penatausahaan, dan biaya dam:pak negatif dari pemberian izin.

penegakan

Bagian Ketiga
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 8

(1} Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarf Retribusi Izin
Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup
sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian
izin yang bersangkutan.

{2) Biaya penyclenggaraan pemberian izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen
izin, pembinaan dan pengawasan di lapangan,
penegakan hukum, penatausahaan, dan blaya dampak

negatif darl pemberian ixin,

m

Bagian Keempat
Struktur dan Besaraus Taril Retribusi
Pasal 9

Struktur Retribusi Perizinan Usaha Perikanan terdiri dari:
a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

Bagian Keempat
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
Pasal 9

(1) Struktur Retribusi Perizinan Usaha Perikanan terdiri dari:
a. Surat [zin Usaha Perikanan {SIUP);




i2)

3)

b. Surat lzin Penangkapan ikan (SIPl);
c. Surat lzin Kapal Pengangkut Tkan (SIKPI);
Surat lzin Usaha Perikanan Pembudidayaan tkan (SIUPPI);

dan
c. Surat Izin Kapal Pengangkui Pembudidayaan tkan {SIKPPI);

RBesaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
tercantum dalam Jlampiran yang merupakan bagian tidak
dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diterbitkan oleh

Gubernur.

2)

3)

b. Surat lzin Penangkapan lkan (SIPl);

Surat |zin Kapal Pengangkut lkan (SIKPl);

d. Surat lzin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan
{SIUPPI); dan

e. Surat lzin Kapal
{SIKPPI};

2]

Pembudidayaan lkan

Pengangkut

Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
tercantum dalamn lampiran yang merupakan bagian tidak
dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
oleh Gubernur.

Bagian Kelima
Masa Retnbusi
Pasal 10

Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan sesuai dengan kewenangan

provinsi sebagai benkut:
a. SIUP dengan kapa! ukuran di atas 10 s.d 30 GT masa

retribusi selama 20 Tahun.

b. SIPl dengan kapal berukuran di atas 10 s.d 30 GT dengan

masa retribusi selama 1 tahun sesuai dengan alat tangkap
yang digunakan.

c. SIKPI dengan ukuran kapal di atas 10 GT-30 GT, masa

retribusi selama 1 tahun.

d. SIUPPI, masa retribusi selama ! Tahun.

e. SIKPPI dengan ukuran kapal di atas 10 GT sampai dengan 30

Bagian Kelima
Masa Retnibusi
Pasal 10

Masa Retribusi lzin Usaha Penkanan ditetapkan sesuai dengan
kewenangan provinsi sebagai berikut:

C.

d.

c.
d.

Masa retribusi SIUP selama 20 Tahun.

Masa retribusi SIPI selama 1 tahun sesuai dengan alat
tangkap yang digunakan.

Masa retribusi SIKPI selama 1 tahun,
Masa retribusl SIUPPI selama 1 Tahun,
Masa retribusi SIKPPI gelama 1 Tahun.,
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GT, mmasa retribusi selama 1 Tahun.

 BABIV
RETRIBUSI I1ZIN TRAYEK
Bagian Ke‘salu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 11
Dengan nama Retribusi lzin Trayek dipungut retribusi sebagai

pembayaran alas pemberian izin trayek untuk memjalankan usaba

angkutan penumpang umum di dasat.

Pasal 12

{1) Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang
pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan
penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu
dan angkutan penumpang umum tidak dalam trayek.

{2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Kartu Pengawasan setiap kendaraan yang dioperasikan
sebagai angkutan umum. : '

Pasal 13

| Subyek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang
mendapatkan izin trayek yang diberikan oleh pemerintah daerah.

BAB IV
RETRIBUSI 1ZIN TRAYEK
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 11

Dengan nama Retribusi lzin Trayek dipungut retribusi sebagzai
pembayaran atas pemberian izin trayek untuk menjalankan
usaha angkutan penumpang umum di jalan.

Pasal 12

{1) Objck Retribusi Izin Trayek adalah pembernan izin kepada
orang pribadi atau Badan untuk menvediakan pelayanan
angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa
trayek tertentu dan angkutan penumpang umum tidak dalam
trayek.

(2) Objek Retribusl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
~dikenakan pada saat diterbitkan Kartn Pengawasan untuk
setiap kendaraan yang dioperasikan sebagai wngkutan
umum.

Pasal 13

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan

'yang mendapatkan izin trayek yang diberikan oleh pemerintah




Pasal 14

Waiib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan pemilik
perusahaan angkulan umum pada trayek tertentu dan tidak dalam
trayek.

Bagian Kedua
Cara Mengukur
Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 15
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penerbitan
izin, jenis perizinan, serta sarana dan prasarana yang digunakan

dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan
dalam penerbitan izin trayek di wilayah daerah.

Bagian Ketiga
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 16

{1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi lzin
Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau
seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin  yang
-bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi, penerbitan dokumen izin, pengawasan

~ Tdaerah.
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Pasal 14

Wajib Retribusi Izin Travek adalah orang pribadi atau Badan

pemilik perusahaan angkutan umum pada trayek tertentu dan
tidak dalam trayek.

Bagian Kedua
Cara Mengukur
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkal penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi
penerbitan izin, jenis perizinan, serta sarana dan prasarana yang

digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, seria
pembinaan dalam penerbitan izin trayek di wilayah daerah.

(1}

(2)

Bagian Ketiga
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retyibusi Izin
Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian
atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang
bersangkutan.

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana
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di lapangan, pencgaka;li hukum, penatausahaan dan biaya

dampak negatif dari pemberian izin terschbut

i

dimaksud | pada ayat (1) meliputi: penerbiian dokumen
izin, survey lapangan, pembinaan, pengendalian dan
di hukum,

dan biaya dampak negatif dari

pengawasan lapangan, penegakan
penatausahaan

pemberian izin.

—

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Struktur Retribusi Izin Trayek berdasarkan :
a. biaya survey lapangan;
b. hiaya transportasi dalam pengendalian dan pengawasan;

(1

dan
¢. biaya pembinaan.

Besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan
dengan Peraturan Daerah ini.

(2)

(1)

24

a.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Struktur Retribasi Izin Trayek terdiri dari :

Kartu pengawasan 1zin Trayek Antar Kota Dalam
Provinsi dan Angkutan Khusus;

Kartu Pengawasan Izin Operasi Angkutan Taxi,
Angkutan Sewa; dan

Izin Insidentil untuk semua jenis kendaraan.

b.

c.
Besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan
dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Masa Retribusi
Pasal 18

Masa Retribusi Izin Trayek adalah sclama 1 {satv) tahun yang
dipungut setiap penerbitan kartu Pengawasan.

Masa Retribusi Izin Trayek adalah selama 1 (satu) tahun vang
dipungut setiap penerbitan Kartu Pengawasan.

Bagian Kelima

Masa Retribusi
Pasal 18




"BABV

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Waj:b Retnbusi
Pasal 19

Dengan nama Retribusi Perpanjangan iMTA dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas perpanjangan izin mempekerjakan tenaga

kerja asing.

Pasal 20
(1) Objek Retribusi IMTA adalah pemberian perpanjangan IMTA
kepada pemberi kerja TKA.

{2} Pemben kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tidak
termasuk:

instanst pemerintah/pemerintah daerah;

perwakilan negara asing;

badan-badan internasional;

lembaga sosial;

lembaga keagamaan; dan

jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

~ o ap g

Pasal 21

Subyek Retribusi IMTA vaitu pemberi kerja TKA yang memperoleh
izin dari pemerintah daerah untuk mempekerjakan TKA.

Pasal 22
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BAB YV

RETRIBUSI PERPANJANGAN 1ZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 19

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut retribusi

sebagai pembayaran atas perpanjangan IMTA.

Pasal 20

(1) Objek Retribusi IMTA adalah pemberian perpanjangan IMTA

2)

S -

kepada pemberi kerja TKA.

Pemberi keria TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
termasuk:

. instansi pemerintah / pemerintah daerah;

. perwakilan negara asing;

badan-badan internasional;

. lembaga sosial;

lembaga keagamaan; dan

jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 21

Subjek Retribusi IMTA vaitu pemberi kesja TKA vang mempcrolch
izin dari pemerintah daerah untuk mempekerjakan TKA.

Pasal 22
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{ Waiib Retribusi Perpanjangan IMTA yaitu orang pribadi atau Badan

‘ pemberi kerja TKA,

Bagian Kedua
Cara Mengukur
Tingkat Penggunaan Jasa
Pasat 23

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumiah TKA yang
diizinkan uatuk pada satu jenis usaha dalam wiiavah daerah.

.Bagian Ketiga

Prinsip Penclapan Tarif Retribusi

Pasal 24

(1} Prinsip dan sasaran dalam penetapan {arif Retribusi
Perpamjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutupi
sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin
yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dinaksud
pada ayat {1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan
di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya
dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan. Besarnya Tarif Retribusi

Wajib Retribusi f’ér—]“)é’njanga‘i; IMTA vaitu orang pribadi “atau
Badan pemberi kerja TKA.

Bagian Kedua
Cara Mengukur
Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumiah TKA yang
diizinkan untuk sata jenis usaha dalam wilayah daesah.

Bagian Xetiga

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 24

{1) Pnnsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi
Perpamjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk
menutupi sebagian atau seluruh biaya penyclenggaraan
pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana
dimaksud padé ayat (1) meliputi penerbitan dokumen
izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum,
penatausahasn, dan bisya dampak negatif dard
perpanjangan IMTA, serta keglatan pengembangan
keahlizn dan keterampilan tenaga kerja 1okal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besamya Tarif Retribust




Pasal 25

Perpanjangan IMTA adalah he:rdasarl-can_i

|
i

{1) Struktur Retribusi

jumlah TKA yang dipekerjakan dan lamanya bekerja.
{2) Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA scbagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Masa Retribusi
Pasal 26
Masa Retribusi Perpamnjangan IMTA adalah 1(satu) bulan atau 1
{satu) tahun.
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Pasal 25

Struktur Retnbust Perpanjangan IMTA adalah berdasarkan
jumlah TKA yang dipekerjakan dan lamanya bekerja.

i

Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

{2)

Bagian Kelima
Masa Retribusi
Pasal 26

Masa Retribusi Perpaijangan IMTA adalah I(satu) bulan atau 1
{satu} tahun.

BAB VI
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 27
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat

pelayanan diberikan.

BAB Vil
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 27

Retribusi jang terutang dipungut di wilayah daerah tempat
pelayanan diberikan.

BAB Vi
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 28

BAB VII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUS]

Pasal 28

(1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga} tahun

(1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)
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sckali.

tahun sekali: o

{2} Peninjauan tanf Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1) | {2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan {1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian. perkembangan perekonomian.

{3} Perubahan taiif Retribusi sebagai akibat peninjauvan 1arif | {3) Perubahan tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan tarif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilctapkan dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur.

BAB VIl BAB Vil
SAAT RETRIBUSI TERUTANG SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 29 Pasal 29

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD.

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD.

{1)
)

3

)

BAB IX
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUS!

Pasal 30
Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPAORD.

SPAORD sebagaimana dbmaksud pada ayat (1} harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib
Retribusi atau kuasanya.

SPAORD yang telah diisi olch Wajib Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti pendaftaran objek
Retribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi serta tata cara

BAB IX
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 30

{1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPAORD.

(2) SPdORD secbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh

Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) SPAORD yang telah diisi oleh Wajib Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} merupakan bukti pendaftaran objek

Retribusi.

(4) Ketentuan iebih lanjut mengenai bentuk, isi serta tata cara
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n

(2)

pengisian dan penyampaian SPAdORD sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31

Berdasarkan SPAORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (1) ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan penerbitan

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dirmaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubemnur.

pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31

(1} Berdasarkan SPdOKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (1) ditetapkan SKRD ataun dokumen lain yang
dipersamalcan.

{2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan penerbitan
SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan sebaguimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

(1
(@)

(3)

(1)
2

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 32

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen

Jain yang dipersamakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan
Re*ribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 33
Permbayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 {(lima belas) hari
sejak diterbitkannya SKRD  atau -dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 32
{1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

{2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan
Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 33
(1) Pembayaranr: Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi, paling lama 15 (lima belas)
hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
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3

4

{5

Seluruh penerimaan Retribusi disctorkan ke Kas Daerah.

Gubernur atas permochonan Wajib Retribusi seteilah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan perselujuan
kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda
pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 %

{dua persen) setiap bulan.

lebih
tempat

Ketentuan lJanjut mengenai tata cara pembayaran,

penyetoran, pembayaran retribusi diatur dengan

Peraturan Gubemur.

r(3) Seluruh penen'méan Retribusi disctorkan ke Xas Daerah.

(4} Gubernur
memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan

atas permchonan Wajib Retribusi setelah
persetujuan kepada Wajib Retnibusi untuk mengangsur atau
menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga

sebesar 2 % {dua persen) setiap bulan.

(5) Ketentuvan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran,
penyetoran,

Peraturan Gubernur.

tempat pembayaran retribusi diatur dengan

1)

2)

3)

BAB X1
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 34

Apabila Wajib Retribusi tidak membayar,
membayar Retribusi terutang sampai saat jatuh tempo
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2,
Pasal 17 ayat {2) dan Pasal 25 ayat (2), Gubernur atau pcjabat
yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas Retribusi
yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang

atau kurang

sejenis.

Pengetuaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikelunarkan segera
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain
yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 34

(1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar,
membayar Retribusi

atau kurang
terutang sampai saat jatuh tempo
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayai (2),
Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 25 ayat {2), Gubernur atau
pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas
Retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau
surat lain yang sejenis.

(2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera
setelah 7 (tujuh) han sejak jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat

lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi
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“)

)

1)

)

&)

{4)

)

retribusinya yang terutang.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didahului dengan surat teguran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X1
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

Hak wuntuk melakukan. penagihan Retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampcui waktu 3 {tiga) tahun terhitung
sejak saat terutapgnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi

melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh jika :

a. diterbitkan surat teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi
dan bcJum melunasinya.

pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan

(1)

{2)

3)

()

)

retribusinya yang terutang.

Penagihan Rectribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didahului dengan surat teguran.

Ketentuan ilebhh lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

penagihan Retribusi  diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X1
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35
Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 ({tiga) tahun

terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib
retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

Kedaluwarsa peragihan Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh jika :

a. diterbitkan surat teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi
dan belum melunasinya.

pengakuan utang Retribusi  secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketabwi




26

B permchonan angsuran alau penundaan pembayaran dan‘ dari pengajuan pcr;nohonan angsuran atau penundaan
permohonan keberatan oleh wajib retribusi. | pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
Pasal 36 Pasal 36

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih, karena hak untuk | (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih, karena hak
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus. untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat

{2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa dihapus.
secbagaimana  dimaksud pada ayat {1), ditetapkan dengan | {2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa
Keputusan Gubernur. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditctapkan dengan

Keputusan Gubernur.
BAB XilI BAB X111
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUS! PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 37 Pasal 37

(1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan | (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan Retribusi. ' pembebasan Retribusi. )

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi | (2) Pemmberian pengurangan, Lkeringanan dan pembebasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
kemampuan Wajib Retribusi. memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Pembebasan Retribusi scbagaimana dimaksud pada avat (1) | (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
antara lain diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana antara lain diberikan kepada masyarakat yang tertimpa
alam dan/atau kerusuhan. bencana alam danjfatan kerusuhan.

{4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, | (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan,
keringanan dan pembebasan  Retribusi diatur  dengan keringanan dan pembebasan Retribusi  diatur dengan
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(1)

2)

(3}

4)

(5)

©}

(1)

Peraturan Gubernur.

Peraturan Gubemrnur.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 38

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur
atau Pejabat yang ditunjuk.

Keberatan diajukan secara teriulis daiam bahasa Indonesia
disertai alasan- alasan yang jelas.

Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan
Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak
benaran ketetapan Retribusi tersebut.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat
menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebapgaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai
surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
Retribusi dan pelakeanaan penagihan Retribusi.

Pasal 39

Gubernur waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat

(1)

2)

3)

4

(5)

(6

(1)

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 38

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada
Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan- alasan
yang jelas.

Palam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas

ketetapan  Retribusi, Wajib  Retribusi hamis  dapat
membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2
{dua) bulan scjak tanggal SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat
menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat

_dipenuhi karena keadaan di lnar kekuasaannya.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} dan ayat (3) tidak dianggap scbagai
surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 39
Gubemnur dalam jangka waktu paling Jama 6 (enam) bulan
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2

3

keberatan diterima harus memberikan keputusan atas

keberatan yang diajukan.

Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menociak ataw menambah besarnya

Retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
Jewat dan Gubernur tidak memberikan keputusan, keberatan
yang diajukan dianggap dikabuilkan.

()

(3)

sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan

keputusan atas keberatan vang diajukan.

Keputusan Gubernur atas keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atan
sebagian, menclak atau menambah besarmya Retribusi yang
terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lt_:wat dan Gubernur tidak membenkan keputusan,
keberatan yang diajukan dianggap dikabuikan,

m

2

3)

(4)

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 40

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.

Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 {enam) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi sebapaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan,
peimohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 {satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Rctnbusn lainnya,
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada

(1

2

@3

{9)

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 40

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.

Gubermur dalam jangka waktu paling lama 6 {enam) bulan
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah dilampauwi dan Gubemur tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian kelebihian Retribusi
dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 {satu) bulan.

Apabila Wajib Reuibﬁsi mempunyai utang Retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada
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5

©)

(1}

2)

3}

(1}

ayat (1}, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang Retribusi tersebut

Pengembalian kelebihan pembayaran Retnbusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

pengembalian  kelebihan pembayaran  Retribusi
dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan,
Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
Retribusi.

Apabila

Pasal 41

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1)
diajukan secara tertulis kepada Gubesrnur dengan sekurang-
kurangnya memuat :

a. nama dan alamat Wajib Retribusi;

b. besarnya kelebihan pembayaran;

c. alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman
pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh
Gubernur.

Pasal 42

Pengembalian  kelebihan  Retribusi  dilakukan  dengan

avat {}}, langsung diperhitangkan vniuk melunasi terlebih
dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembaliian kelebihan pembayaran Retribust sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) “Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 ({dua) bulan,
Gubermur membenkan imbalan bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan atas keteriambatan pembayaran kelebihan
Retribusi.

Pasal 41

{1} Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1)
diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-
kurangnya memuat :

a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
b. besarnya keicbihan pembayaran; dan
c. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi

disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat,

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukt pengiriman

pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh
Gubernur.

Pasal 42
(1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan
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menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

mznerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebithan Retribusi.

{(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan | (2} Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan
utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4), pembayvaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan Pasal 36 ayat (4), pembayaran dilakuikan dengan cara
dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pemindah bukuan dan bukt pemindah bukuan juga berlaku
pembayaran. sebagai bukli pembayaran.

BAB XV1 BAB XV1
INSENTIF PEMUNGUTAN INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 43 Pasal 43

{1) Instansi yang melakéanaka’n pemungutan Retribusi dapat dibert { (1} Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat
insentif atas dasar pencapalan kinerja tertentu. diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

{2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1} {{2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksnd pada ayat (1}

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVH
SANKSI ADMINISTRAS]

Pasal 44

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang
terutang atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan
STRD.

BAB XvV1l
SANKS] ADMINISTRASI

Pasal 44

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang
terutang atan kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan
STRD. '

BAB XVHII
PENYIDIKAN

BAB Xvill
PENYIDIKAN
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Pasal 45

{1} Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah

)

daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi,
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peniyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (i} adalah Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

{3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana
di bidang Retribusi agar keterangan ataun laporan

tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

meneliti, mencari, dan wmengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan schubungan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi;

meminta keterangan dan bahan bukti dar orang pribadi
atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi;

memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang
berkenan dengan tindak pidana di bidang Retribust;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan pencatatan dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

(1)

{2)

)

Pasal 45

Pejabat tertentu di
pemerintah daerah diberikan wewenang khusus sebagai
penvidik  untuk

dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud Undang-Undang

Pegawai Negeri Sipil lingkungan

melakukar. penyidikan tindak pidana

Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah Pejabat
Pegawai Negeni Sipil tertentu di lingkungan pemerintah
daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau

laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang Retribust;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana
di bidang Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lair yang
berkenan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

€. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan pencatatan dan dokumen lain, serta
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f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan " melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi; . meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

g. menyuruh Dberhenti danfatau melarang seseorang pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Retribusi;

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

g- menyuruvh berhenti dan/atau melarang sesecrang
identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

meninggalkan ruangan ataun tempat pada saat

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
Retribusi; identitas orang, benda dan/atau dokumen yang
dibawa;

i. memanggi orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak

id Retribusi;
j. menghentikan penyelidikan; dan fatau pidana xe st

i.  memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

kan tindakan lain yan rlu untuk kelancaran
k. melaku yane pe diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. i-  menghentikan penyelidikan; dan fatau
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) memberitahukan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai
penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik { | dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Polisi Negara Republik lndongsiq, sgsuai dengan (4) Penyidik
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

sebagaimana  dimaksud pada ayat B}
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalamm Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

BAB XIX ' - BAB XIX

KETENTUAN PIDANA B KETENTUAN PIDANA
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Pasal 46

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya

sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 {tiga) bulan atau Pidana denda paling
banyak 3 {tiga) kali jumlzh Retribusi terulang yang tdak atau

kurang dibayar.

{?) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

penecrimaan negara.

Pasal 46

i
{1} Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya

schingga merugikan keuangan daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga] bulan atau Pidana denda
paling banyak 3 (tiga} kali jumlah Retribusi terutang yang

tidak atau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

penerimaan negara,

BAB XVI1
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota belum menetapkan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan IMTA sesuai
kewenangannya, maka pemungutan Retribusi Perpanjangan
IMTA Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah,

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat vomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

BAB XX
KETERTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retnibusi
Perizinan Tertentu (Lembaran .Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
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i Sumatera Barat Nomof%fl) dicabut da;_dinyatakan tidak berlaku.

|
Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditctapkan di Padang
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,
ALl ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINS]! SUMATERA BARAT TAHUN 2014
NOMOR :

i Sumatera Barar Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 1
: !

Pasal 49
Peraturan  Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Dacrah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal

GUBERNUR SUIMATERA BARAT,

JRWAN PRAYITNO
Diundangkan di Padang
pada tangeal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,
ALl ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINS! SUMATERA BARAT TAHUN 2014
NOMOR :




LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. Tarif Retribusi Usaha Perikanan:

No Jenis Tarif Besaran Tarif (Rp) '
1 | Surat Izin Usaha Perikanan (di atas 10 s/d 30 GT} Rp 2000,-/GT/20 Tahun |
2 | Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (di atas 10 s/d 30 GT) | Rp 500C,-/GT/ Tahun |
3 | Surat Izin Penangkapan Ikan i

a. Kapal Bagan Rp 4.000,-/GT/ Tahun ‘
b. Kapal Purse seine Rp 5.000,-/GT/ Tahun
¢. Kapal Gillnet Rp 4.000,-/GT/ Tahun |
d. Kapal Tonda Rp 2.000.-/GT/ Tahun ‘
e. Kapal Long Line Rp 3.000.-/GT/ Tahun

|

II. Tarif Retribusi lzin Trayek

No. Jenis Tarif Besaran Tarif
1 | Retribusi Kartu Pengawasan Izin Trayek Antar Kota Dalam

Provinsi (AKDP) dan Angkutan Khusus terdiri dari:

a. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk maksimal| Rp.50.000,-

8 (delapan).
b. Kendaraan dengan kapasuas tempat dudulk 9 s/d 16 Rp.60.000,-
c. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 Rp.65.000,-
d. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk di atas 28 Rp.75.000,-
e. Angkutan Pemadu Moda. RP.75.000,-
f. Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) Rp.75.000,-
2 | Retribusi Kartu Pengawasan Izin Operasi Angkutan Taxi, Rp.75.000.-
Angkutan Sewa
3 | Retribusi Izin Insidentil untuk semua jenis kendaraan Rp.75.000,-

L. Tarif Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

No. Jenis Tarif | Besaran Tarif “_.__i
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga| US $100,- / Orang/Bulan |
Kerja Asing { IMTA) atau &

E

US $1.200,-/Orang/Tahun |

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO



